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ABSTRAK 
 
ANDI BASO ARDIANSYAH TENRI DOLONG  (B 111 11 381), dengan judul 
skripsi “Tinjauan Yuridis Kasus Korupsi Pembangunan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Ajjapange Kabupaten 
Soppeng (Putusan no 8/Pid.Sus/2013/Pt.Mks) “ Dibimbing oleh Bapak 
Prof.Dr.H.Muhammad Said Karim, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing I dan Bapak 
Dr.Amir Ilyas, S.H.,M.H sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi Pembangunan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Ajjapange Kabupaten 
Soppeng dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
pelaku tindak pidana korupsi korupsi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air 
Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Ajjapange Kabupaten Soppeng. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar Untuk mencapai 
tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa peneltian 
pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung 
terhadap nara sumber pada instansi tersebut.  
Sumber hukum primer diperoleh dengan Perundang - Undangan dan 
Putusan Pengadilan, dan juga bersumber dari hasil wawancara dengan berbagai 
pihak terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi. 
Sumber hukum sekunder bersumber dari dari buku - buku hukum, jurnal - jurnal 
hukum, bahan - bahan laporan dan dokumen yang telah ada.  
Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian adalah penerapan 
hukum oleh pengadilan Negeri Makassar dalam kasus  korupsi Pembangunan 
Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Ajjapange 
Kabupaten Soppeng  telah sesuai dan memenuhi unsur delik sebagaimana 
dakwaan alternatif yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa 
terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. 
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BAB I   
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan 
keberhasilannya dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan 
sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua 
aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan pembangunan 
terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni 
(orang-orang yang terlibat sejak dari perencanaan samapai pada 
pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua faktor tersebut yang paling 
dominan adalah faktor manusianya. Indonesia merupakan salah satu 
negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber 
daya alamnya. Tetapi ironisnya, Negara tercinta ini dibandingkan dengan 
negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang 
kaya malahan termasuk negara yang miskin. Mengapa demikian? Salah 
satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. 
Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya 
tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya 
moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara 
menyebabkan terjadinya Korupsi. 
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah 
masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Korupsi 
bagaikan lingkaran setan yang hampir telah masuk ke dalam sistem 
perekonomian, sistem politik, dan sistem penegakan hukum. Penyakit 
yang memang memiliki trend tersendiri ini sangat meningkat 
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perkembangannya. Bahkan gejalanya, bukan hanya terjadi indonesia 
melainkan juga di seluruh dunia. Terbukti dari ada yang namanya Hari Anti 
Korupsi Sedunia. Ini tentu merupakan muara dari kekhawatiran dan 
keprihatinan bersama dari semua negara atas praktek korupsi ini. Korupsi 
bukanlah penyakit budaya atau penyakit politik, akan tetapi sebab semua 
itu tergantung cara dan dari sudut mana orang memandang. Yang pasti 
korupsi ini adalah tindak pidana yang harus diganjar dan diberi sanksi.  
Kejahatan maha haram ini adalah kejahatan luar biasa (extra 
ordinary crimes), kejahatan kemanusiaan (crimes againts humanity) 
sehingga untuk itu tidak ada toleransi. Untuk segala sesuatu yang haram, 
tidak ada pemakluman dan menghdapinya tidak ada boleh sikap abu - 
abu. Justru sebaliknya untuk kejahatan yang telah menistakan kita 
sebagai bangsa, korupsi lebih tepat dilihat dengan kaca mata hitam putih 
tanpa toleransi. 
Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap 
hak hak sosial dan hak hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana 
korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah 
menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya 
tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar 
biasa. 
Saat ini, Tindak Perilaku Korupsi ini ramai diperbincangkan baik di 
meda cetak maupun di media massa tindakan Korupsi ini mayoritas 
dilakukan oleh para pejabat tinggi yang sesungguhnya dipercaya oleh 
masyarakat luas untuk memajukan kesejahteraan rakyat akan tetapi 
malah merugikan Negara. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi 
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kelangsungan hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti 
melakukan tindak pidana korupsi. Seperti pada tahun 2005, menurut data 
Paoltical Economic and Risk Consultancy, Indonesia menempati urutan 
pertama sebagai Negara terkorup di Asia. Perkembangannya terus 
meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dari 
jumlah kerugian keuangan Negara serta dari segi kualitas tindak pidana 
korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh 
aspek masyarakat. 
Salah satu segi yang sering menjadi peluang untuk melakukan 
praktek tindak pidana korupsi adalah dari segi pengadaan barang mulai 
dari tahap perencanaan sampai  tahap pelaksanaan kontrak, hal ini  
sejalan dengan pernyataan Organisation For Economic Co-Operation And 
Develoment (OECD) Yang menyatakan: “…as the government activity 
most vulnerable to corruption As a major interface between the public and 
the prive sectors, public procurement provides multiple opportunities for 
both public and private actors to die vert public funds for private gain.” 
Korupsi tidak terjadi hanya ditingkatan pusat melainkan juga terjadi 
di daerah -  daerah. Korupsi juga tidak mengenal profesi dan apa yang 
menjadi Objek dari yang dikorupsi ini. Salah satu permasalahan korupsi 
adalah kasus korupsi pengadaan alat Instalasi Pengolahan Air Limbah 
atau yang biasa disingkat IPAL di salah satu rumah sakit yang berada di 
Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan yang melibatkan Pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan PT Multi Tekhnik Utama, yang 
dimana proyek ini menelan anggaran hingga Rp 1,599 Milliar. 
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Penanganan Kasus tersebut di lakukan oleh kejaksaan Negeri Kabupaten 
Soppeng lalu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kota Makassar. 
Untuk Itu penulis memilih judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap 
Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Instalasi Pengolahan 
Air Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Ajjapange Kabupaten 
soppeng (Putusan No. 8/Pid.Sus/2013/PN. Mks)”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 
sebagai berikut:  
1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Korpsi Pembangunan Instalasi Pengolahan Air 
Limbah, Rumah Sakit Umum Daerah Ajjapange Pada Putusan No. 
8/Pid.Sus/2013/PN.Mks?  
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan 
Putusan Terhadap Pelaku korupsi Pembangunan Instalasi 
Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Ajjapange 
Pada Putusan No. 8/Pid.Sus/2013/PN.Mks? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Penelitian ini bertujuan:  
1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Korpsi Pembangunan Instalasi 
Pengolahan  Air Limbah  Rumah Sakit Umum Daerah Ajjapange 
Pada Putusan No. 8/Pid.Sus/2013/Pn.Mks 
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2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam  
Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku korupsi Pembangunan 
Instalasi Pengolahan  Air Limbah Rumah Sakit  Umum Daerah 
Ajjapange Pada Putusan No. 8/Pid.Sus/2013/Pn.Mks 
 
D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:  
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 
perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi 
mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti 
lebih lanjut tentang masalah ini.  
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi 
dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan 
masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.  
3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai 
masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian 
pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari 
penelitian ini.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Tindak Pidana  
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 
(yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara 
yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis 
normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam 
peraturan pidana.  
Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu 
perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak 
pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 
Belanda yaitu strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek 
van Strafrecht (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda 
Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan 
strafbaar feit itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk 
memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada 
keseragaaman pendapat tentang rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. 
Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan 
strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang 
dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.  
Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak 
pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan 
beberapa ahli hukum berikut ini : 
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Menurut POMPE (P.A.F. Lamintang,1997:182) perkataan strafbaar 
feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai  
“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh 
seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai de normovertreding 
(verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en 
waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts 
orde en de benhartigining van het algemeen welzijn”  
 
Akan tetapi, SIMONS (P.A.F. Lamintang , 1997:185) telah 
merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu :  
“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang - 
Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum”.  
 
Alasan dari SIMONS (P.A.F. Lamintang, 1997:185) merumuskan 
seperti uraian di atas adalah karena :  
a) Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ 
harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan 
oleh Undang - Undang, di mana pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum;  
b) Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan 
tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang 
dirumuskan di dalam Undang - Undang, dan  
c) Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan 
atau kewajiban menurut Undang - Undang itu, pada hakikatnya 
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merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan 
suatu “onrechmatige handeling”.  
Van Hammel (Moeljatno, 2008:61) merumuskan sebagai berikut :  
“straafbar feit adalah kelakuan orang (menselijke gedraging) yang 
dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut 
dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan”. 
 
Van HATTUM (P.A.F. Lamintang, 1997:184), mengemukakan 
bahwa sesuatu  tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah 
melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan strafbaar itu berarti 
voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang juga 
mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan 
strafbaar feit seperti yang terlah digunakan dalam Undang - Undang 
Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu :  
“tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu 
membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “feit 
terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”.  
 
Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari 
kata dasar elips di dalam bahasa Belanda yang menurut Van de 
WOESTIJNE (P.A.F. Lamintang, 1997:184) mempunyai pengertian 
sebagai :  
“Perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang 
dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang 
setepat - tepatnya” atau sebagai “de weglating van een zinsdeel, 
dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt 
geacht.”  
 
Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang - 
Undangan (Moeljatno, 2008:60), meskipun kata “tindak” lebih pendek 
daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak 
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seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, 
sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak 
adalah kelakuan, tingkah laku, gerak - gerik atau sikap jasmani 
seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak - tanduk, tindakan dan 
bertindak dan belakanagan juga sering dipakai “ditindak”. 
Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan 
hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan 
dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak 
pidana.  
Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan 
menjadi dua macam unsur (P.A.F. Lamintang, 1997:193), yaitu unsur - 
unsur subjektif dan unsur - unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur - 
unsur subjektif itu adalah unsur - unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya 
yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur - unsur 
subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:  
a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);  
b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  
c) Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain - lain;  
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d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP;  
e) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di 
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur - unsur objektif adalah 
unsur - unsur yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaan, yaitu di 
dalam keadaan - keadaan mana tindakan - tindakan dari si pelaku itu 
harus dilakukan. Unsur - unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:  
a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; 
b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang 
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP;  
c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut. 
Perlu kita ingat bahwa unsur weederrechtelijk itu harus dianggap 
sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur 
tersebut oleh pembentuk Undang - Undang telah dinyatakan secara tegas 
sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. 
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B. Tindak Pidana Korupsi  
1. Definisi Tindak Pidana Korupsi 
Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, 
corruptio. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu corrumpere yang 
artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok.  
Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan (M.D.J.Al Barry, 
1996:208) diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan 
jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.  
Dalam Ensiklopedia Indonesia (Evi Hartanti, 2007:8) disebut 
“Korupsi” (dari bahasa Latin: corruptio = penyuapan; corruptore = 
merusak) gejala dimana para pejabat, badan - badan negara 
meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan 
serta ketidakberesan lainnya.  
Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers (Evi 
Hartanti, 2007:9), menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, 
yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan 
manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan 
umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain 
berbunyi:  
“financial manipulations and deliction injurious to the economy are 
often labeled corrupt (manipulasi dan keputusan mengenai 
keuangan yang membahayakan perekonomian sering 
dikategorikan perbuatan korupsi)”  
 
Selanjutnya ia menjelaskan:  
“the term is often applied also to misjudgements by officials in the 
public economies (istilah ini sering juga digunakan terhadap 
kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang 
perekonomian umum)”  
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Dikatakan pula:  
“disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, 
favors to relatives, social influence, or any relationship sacrafices 
the public and welfare, with or without the implied payment of 
money, is ususally considered corrupt (pembayaran terselubung 
dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, 
pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan 
sosial, atau hubungan apa saja yanf merugikan kepentingan dan 
kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, 
biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi)”  
 
Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan 
political corruption (korupsi politik) adalah:  
“electoral corruption includes purchase of vote with money, 
promises of office or special favors, coercion, intimidation, and 
interference with administrative of judicial decision, or governmental 
appointment (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh 
suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan jabatan atau 
hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap 
kebebasan memilih. Korupso dalam jabatan melibatkan penjualan 
suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang 
menyangkut pemerintahan)” 
 
Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law 
Dictionary (Surachmin & Suhandi Cahaya, 2011:10):  
“Corruption an act done with an intent to give some advantage 
inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of 
an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses 
his station or character to procure some benefit for himself or for 
another person, contrary to duty and the right of others” yang 
artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud 
untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan 
dengan tugas resmi dan kebenaran - kebenaran lainnya. Suatu 
perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang 
yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan 
memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain 
yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran - kebenaran 
lainnya”.  
 
Menurut Transparency International, korupsi merupakan:  
“korupsi sebagai perilaku pejabat publik, mau politikus atau 
pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal 
memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan 
13 
dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang 
dipercayakan kepada mereka”. 
 
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi  
Menurut buku KPK (KPK, 2006:19), tindak pidana korupsi 
dikelompokkan menjadi 8 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai 
berikut :  
a. Perbuatan yang Merugikan Negara  
Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 
bagian yaitu :  
1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan 
merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam 
Pasal Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) :  
a) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling 
sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”  
b) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di 
maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, 
pidana mati dapat dijatuhkan.”  
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2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan 
merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir 
sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, 
bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan 
wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena 
jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam 
Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut ;  
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah).” 
 
b. Suap - Menyuap  
Suap - menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau 
menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan 
dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negei yang karena 
jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap 
hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU 
PTPK :  
a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;  
b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;  
c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;  
d. Pasal 13 UU PTPK;  
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e. Pasal 12 huruf a PTPK;  
f. Pasal 12 huruf b UU PTPK;  
g. Pasal 11 UU PTPK;  
h. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;  
i. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;  
j. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;  
k. Pasal 12 huruf c UU PTPK;  
l. Pasal 12 huruf d UU PTPK. 
 
c. Penyalahgunaan Jabatan 
Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan 
adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang 
dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan 
barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti 
yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan 
negara hal ini sebagaiamana rumusan Pasal 8 UU PTPK.  
Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan 
Pasal - Pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara 
lain:  
a. Pasal 9 UU PTPK;  
b. Pasal 10 huruf a UU PTPK;  
c. Pasal 10 huruf b UU PTPK;  
d. Pasal 10 huruf c UU PTPK. 
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d. Pemerasan  
Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi 
menjadi 2 yaitu :  
1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada 
orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi 
lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan 
definisinya yaitu :  
a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena 
mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu 
memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu 
yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 
12 huruf e UU PTPK;  
b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada 
seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau 
pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau 
haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang 
mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU 
PTPK.  
2) Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada 
pegawai  negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 
12 UU PTPK. 
e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan  
Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang 
dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, 
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pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam 
pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi 
orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat 
membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu 
pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan 
kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun 
ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :  
a. Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;  
b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;  
c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;  
d. Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;  
e. Pasal 12 huruf h UU PTPK; 
 
f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan 
Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan 
barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. 
Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini 
dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.  
Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. 
Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran 
biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang 
akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut 
sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi 
sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai 
korupsi.  Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut ;  
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”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung 
maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam 
pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat 
dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk 
mengurus atau mengawasinya.”  
 
g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)  
Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah 
yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak 
dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya 
gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa 
bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas 
lainnya.  
Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C 
UU PTPK, yang menentukan :  
“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima 
hadiah, padahal diketahui atau patut di dugabahwa hadiah, tersebut 
diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 
dengan jabatan 
 
3. Dampak Korupsi 
Setiap perbuatan mempunyai sebab dan akibat dimana sebab dan 
akibat tersebut dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. 
Dihubngkan dengan tindak pidana korupsi, sebab dan akibat yang 
ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangat berdampak luas bagi 
kehidupan rakyat dalam suatu Negara. Bukan hanya itu saja, korupsi juga 
sangat berdampak buruk bagi perkembangan suatu Negara. Bahkan 
dampak suatu tindak pidana korupsi juga dapat menggoyahkan 
kedaulatan suatu Negara. Dalam hubungan internasional juga, jika di 
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dalam suatu Negara tindak pidana korups sangat sering terjadi hingga 
mengakibatkan perekonomian di dalam tersebut terganggu dapat 
membuat hubungan bilateral antar negara juga kurang harmonis. 
Dikarenakan Negara yang menjalin hubungan kerja sama merasa tidak 
nyaman serta membuat Negara lain tidak mau menjalin hubungan kerja 
sama di kemudian hari. 
Dari beberapa sumber yang saya temukan dampak dari korupsi 
sebagai berikut: 
a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah akibat pejabat 
pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan berkurangnya 
kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Disamping itu, Negara 
lain juga lebih mempercayai Negara yang pejabatnya bersih dari 
korupsi, baik kerjaama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam 
bidang lainnya. Hali ini akan mengakibatkan pembangunan 
ekonomi serta menggangu stabilitas perekonomian Negara dan 
stabilitas politik. 
b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat apabila 
banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan 
keuangan Negara, masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala 
anjuran dan tindakan pemerintah.sifat apatis tersebut akan 
mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan menggangu 
stabilitas keamanan Negara, 
c. Keamanan dan ketahanan Negara yang mudah rapuh, dikarenakan 
apabila pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuasaan asing 
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yang hendak memaksa ideologi atau pengaruhnya terhadap 
bangsa Indonesia. Menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana 
untuk mewujudkan cita citanya. 
d. Hukum tidak lagi dihormati diakrenakan cita cita untuk menggapai 
tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum 
melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat 
ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh msyarakat. 
4. Faktor - faktor penyebab meningkatnya korupsi di Indonesia 
Setiap apapun tindakan yang dilakukan seseorang itu mempunyai 
banyak arti atau mempunyai maksud dan tujuan,ada tujuan yang baik dan 
ada juga tujuan yang bermaksud buruk.ada juga tujuan yang menurut 
mereka baik untuk diri mereka sendiri akan tetapi membat hasil yang 
buruk bagi orang lain. Korupsi, merupakan tindakan yang baik menurut 
atau untuk diri mereka (pelaku) akan tetapi sangat merugikan orang lain 
dalam hal ini adalah rakyat, bangsa, dan Negara. Seiring berkembangnya 
sistem teknologi di Negara Indonesia tersebut, hal ini juga yang membuat 
tradisi atau budaya. Korupsi di Indonesia turut serta meningkat atau 
berkembang juga tingkatan serta tata cara melakukan tindak pidana 
korupsi.  
Dalam perkembangan zaman atau data dibilang sebagai era 
gobalisasi, dimana era tersebut merupakan perkembangan dari era - era 
yang sudah ada atau yang terdahulu maka kebutuhan setiap individu pun 
akan pribadinya akan semakin berkembang. Hal ini juga yang merupakan 
sebab dari meningkatnya budaya korupsi. Kecanggihan teknologi, 
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kebutuhan ekonomi, dan minimnya penghasilan yang di dapat merpakan 
hal - hal yang menjadi landasan orang melakukan korupsi dan yang 
membuat mereka untuk meningkatkan tata cara berkorupsi demi 
menghasilkan keuntungan bagi pribadinya sendiri. Adapula pendapat lain 
tentang penyebab korupsi diantaranya dari beberapa para ahli hukum 
khususnya dibidang korupsi. 
Klitgaar hamzah, lopa menyatakan bahwa penyebab korupsi 
sebagai berikut: 
‘’Deskresi pegawai yang terlalu besar, rendahnya akuntanbilitas 
public. Lemahnya kepemimpinan, gaji pegawai publik dibawah 
kebutuhan hidup, kemiskinan, moral rendah atau disiplin rendah. 
Disamping itu juga sifat komsumtif, pengawasan dalam 
organisasi kurang, kesempatan yang tersedia, pengawasan 
ekstern lemah, lembaga legislative lemah, budaya memberi 
upeti, permisif (serba memperbolehkan), tidak mau tahu, 
keserakahan, dan lemahnya penegakan hukum” 
 
Adapun Ilham Gunawan menyatakan bahwa korupsi dapat terjadi 
karena berbagai faktor seperti berikut : 
a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi 
kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi 
tingkah laku yang menjinakkan korupsi. 
b. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan etika.  
c. Akibat kolonialisme atau suatu pengaruh pemerintah asing tidak 
menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk 
membendung korupsi.  
d. Kurang dan lemahnya pengaruh pendidikan. 
e. Kemiskinan yang bersifat struktural.  
f. Sanksi hukum yang lemah. 
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g. Kurang dan terbatasnya lingkungan yang anti korupsi.  
h. Struktur pemerintahan yang lunak.  
i. Perubahan radikal, sehingga terganggunya kestabilan mental. 
Ketika suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi 
muncul sebagai suatu penyakit tradisional.  
j. Kondisi masyarakat karena korupsi dalam suatu birokrasi bisa 
memberikan cerminan keadaan masyrakat secara keseluruhan. 
 
5. Pelaku tindak pidana korupsi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaku adalah orang yang 
melakukan suatu perbuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku Tindak 
Pidana adalah orang yang melakukan perbuatan atau rangkaian 
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. 
Menurut KUHP, macam pelaku yang dapat dipidana terdapat pada 
Pasal 55 dan 56 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 55 KUHP  
Dipidana sebagai pembuat sesuatu perbuatan pidana:  
a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan perbuatan.  
b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan 
kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi 
kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan.  
c. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang 
dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-
akibatnya.  
 
Pasal 56 KUHP.  
Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan: Mereka yang 
dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 
dilakukan.Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, 
sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. 
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Pada ketentuan Pasal 55 KUHP disebutkan perbuatan pidana, jadi 
baik kejahatan maupun pelanggaran yang di hukum sebagai orang yang 
melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :  
a. Pleger  
Orang ini ialah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala 
elemen dari peristiwa pidana. 
b. Doen plegen  
Disini sedikitnya ada dua orang, doen plegen dan pleger. Jadi 
bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia 
menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum 
sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana.  
c. Medpleger  
Turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-
dikitnya harus ada dua orang, ialah pleger dan medpleger. Disini diminta, 
bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan 
pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh 
hanya melakukan perbuatan persiapan saja, sebab jika demikian, maka 
orang yang menolong itu tidak masuk medpleger, akan tetapi dihukum 
sebagai medeplichtige.  
d. Uitlokker   
Orang itu harus sengaja membujuk melakukan orang lain, sedang 
membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti yang 
disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2), artinya tidak boleh memakai jalan 
lain. 
24 
Sedangkan pada Pasal 56 KUHP dapat dijelaskan bahwa 
seseorang adalah medeplichtig, jika ia sengaja memberikan bantuan 
tersebut, pada waktu sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu 
diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut 
bersekongkol atau heling sehingga dapat dikenakan Pasal 480 atau Pasal 
221 KUHP. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara 
kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya 
upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi 
bantuan sendiri, maka orang itu melakukan uitlokking. Bantuan yang 
diberikan itu dapat berupa apa saja, baik moril maupun materiel, tetapi 
sifatnya harus hanya membantu saja, tidak boleh demikian besarnya, 
sehingga orang itu dapat dianggap melakukan suatu elemen dari peristiwa 
pidana, sebab jika demikian, maka hal ini masuk golongan medplegen 
dalam Pasal 55 KUHP. 
 
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  
Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih 
putusan pemidanaan, hakim harus benar - benar menghayati dan 
meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing - masing ke arah 
tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni 
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan 
Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.  
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Lilik Mulyadi (2007:193) megemukakan bahwa:  
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur - unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap 
amar / diktum putusan hakim”  
 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada 
putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim 
terlebih dahulu akan menarik fakta - fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti. 
 
D. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) 
1. Pengertian Instalasi Pengelolaan Air Limbah 
Pengertian Instalasi Pengelolaan Air Limbah atau yang biasa 
disingkat IPAL (diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah; 
a. Instalasi: Perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya 
yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan 
b. Pengolahan: Proses, perbuatan 
c. Air: benda cair seperti yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau, 
yang mendidih pada suhu 100 derajat celsius 
d. Limbah: sisa proses produksi pabrik 
Jadi berdasaran pengertian di atas, Instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) (wastewater treatment plant, WWTP), adalah sebuah Alat yang 
dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi  dari air sehingga 
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memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain, Alat 
ini sering dijumpai di Pabrik atau Rumah sakit. Unit IPAL ini bermacam-
macam,Unit IPAL dirncang sedemikian rupa agar cara operasinya mudah 
dan biaya operasionalnya murah. 
2. Fungsi Instalasi Pengolahan Air Limbah 
IPAL Sangat bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup 
lainnya, fungsinya antara lain: 
a. Mengolah air limbah domestic atau industry, agar air tersebut 
dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan masing -masing 
b. Agar air limbah yang akan di alirkan ke sungai tidak tercemar 
c. Agar biota-biota yang ada di sungai tidak mati. 
d. Menghilangkan tempat berkembangbiaknya bibit dan vector 
penyakit 
 
3. Tujuan Instalasi Pengolahan Air Limbah  
Tujuan IPAL yaitu untuk menyaring dan membersihkan air yang 
sudah tercemar dari baik domestic maupun bahan kimia industri  
 
4. Tinjauan Tentang Air Limbah Rumah Sakit 
Secara umum, yang dimaksud dengan Air limbah adalah excreta 
manusia, air kotor dari dapur, kamar mandi, dan WC. 
Air Limbah Rumah Sakit adalah Semua Limbah Cair Yang berasal 
dari rmah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan 
kimia beracun, dan radioaktif (sanropine). Limbah Cair yang dihasilkan 
dari sebuah Rumah sakit umumnya mengandung Bakteri, virus, senyawa 
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kimia, dan obatobatan yang dapat membahayakan bagi kesehatan 
masyarakat sekitar rumah sakit tersebut. 
Air Limbah rumah sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal 
dari hasil seluruh kegiatan rumah sakit yang meliputi limbah domestic cair 
yakni buangan kamar mandi, dapur, bekas cucian pakaian, limbah cair 
klinis yakni air imbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit, 
misalnya air bekas cucian luka, cucian darah, Air limbah laboratorium, dll. 
Sumber -sumber dari limbah cair rumah sakit tentunya sangat berpotensi 
menganggu kesehatan lingkungan maupun kesehatan manusia. 
 
E. Rumah Sakit 
 Rumah sakit merupakan suatu institusi yang fungsi utamanya 
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Depkes RI, 2009). 
Rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan tempat 
menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap 
kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk 
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat (Siregar, 
2003).  
Menurut Azwar (2002), rumah sakit merupakan institusi yang 
integral dari organisasi kesehatan dan organisasi sosial, berfungsi 
menyediakan pelayanan kesehatan yang lengkap. Rumah sakit juga 
merupakan pusat latihan bagi tenaga profesi kesehatan dan sebagai 
pusat penelitian untuk riset kesehatan.  
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
1204/MENKES/SK/X/2004 bahwa rumah sakit adalah sarana pelayanan 
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kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang yang sehat. 
Kumpulan banyak orang ini akan dapat memungkinkan rumah sakit 
menjadi tempat penularan penyakit, gangguan kesehatan dan 
pencemaran lingkungan. Untuk menghindari terjadinya resiko dan 
gangguan kesehatan maka diperlukan penyelenggaraan kesehatan 
lingkungan rumah sakit (Depkes RI, 2004). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Untuk kepentingan pengumpulan data, maka penulis memilih 
Kabupaten Kabupaten Soppeng. Hal tersebut didasarkan pada 
pertimbangan bahwa kasus korupsi yang dikaji terjadi di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Ajjapange Kabupaten Soppeng, kemudian 
diproses oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Soppeng yang kemudian 
diputus Oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Soppeng 
 
B. Teknik Pengumpulan Data  
Agar suatu karya ilmiah dapat teruji secara ilmiah dan objektif, 
maka dibutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih 
mendalam gejala-gejala tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan 
demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis teknik 
penelitian, yaitu : 
1. Penelitian Pustaka 
Dalam penilitian pustaka, penulis mengumpulkan data - data 
melalui cara, membaca referensi buku - buku, koran, majalah, jurnal 
ilmiah, dan beberapa lieteratur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan 
materi pembahasan khususnya dokumen - dokumen yang memuat 
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penyelesaian perkara ini di pengadilan seperti berita acara penyidik, 
penuntut umum, dan berita acara seperti putusan. 
2. Penelitian Lapangan 
Dalam hal ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara 
wawancara langsung dengan objek yang terkait dengan penelitian, dalam 
hal ini melakukan teknik interview (wawancara) secara langsung dengan 
panitera, penuntut umum, serta penasihat hukum terdakwa dan para 
pihak terkait. 
 
C. Jenis dan Sumber Hukum  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang memiliki 
kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun data - data 
yang diperoleh dari cara sebagai berikut:  
1. Sumber Hukum Primer  
Secara umum, sumber hukum primer dibedakan mejadi dua 
macam yaitu Perundang - Undangan dan Putusan Pengadilan. Sumber 
hukum primer bersumber dari hasil wawancara dengan berbagai pihak 
terkait sehubungan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan skripsi, 
dalam hal ini adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Ajjapange Kabupaten 
Soppeng, Pengadilan Negeri kota Makassar, dan Kejaksaan Negeri 
Kabupaten. Soppeng 
2. Sumber Hukum Sekunder  
Sumber hukum sekunder bersumber dari buku - buku hukum, jurnal 
- jurnal hukum, bahan - bahan laporan dan dokumen yang telah ada serta 
memiliki kaitan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi. 
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D. Teknik Analisis Sumber Hukum  
Sumber hukum yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis 
secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan 
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat dengan penelitian ini.  
Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang 
telah dikumpulkan kemudian diolah, sehingga membentuk deskripsi yang 
mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan 
dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta 
pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Korupsi 
Instalasi Pengolahan Air Limbah, Rumah Sakit Umum Daerah 
Ajapange Kabupaten Soppeng (Putusan Nomor: 
08/Pid.sus/2013/PN.Mks ) 
1. Posisi Kasus 
Hj.Astuti, M, S.kep. Binti Mustafa sebagai kasi keperawatan dan 
selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yg mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan instalasi pengelolaan air 
limbah (IPAL) RSUD ajjappange soppeng yang memiliki tugas pokok / 
wewenang bertangungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan 
IPAL, yang disamping mempersiapkan perencanaan pengadaan 
pembangunan IPAL dan juga menilai harga sebagai dasar untuk menilai 
kewajaran harga penawaran yang akan digunakan dalam proses 
pembangunan IPAL  serta menentukan spesifikasi teknis barang yaitu 
alat/ mesin (reaktor) pengolah limbah yang akan dipilih dalam pengadaan 
pembangunan IPAL.  
Pada saat kegiatan perencanaan pembangunan IPAL  yaitu tahun 
2011 yaitu sebelum ditetapkannya konsultan perencana ternyata 
HJ.Astuti, S.Kes telah menerima surat perkenalan/penawaran dari 
beberapa perusahaan penyediah alat / mesin pengelola limbah, yang 
salah satunya dari PT. Guna Era Manufaktur (GEM) yang merupakan 
pabrikan alat / mesin pengelolah limbah, yang memberikan informasi 
harga penawaran sebersar rp. 850.158.000,00  bahwa harga tersebut 
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untuk dua item dan sudah termasuk biaya transportasi, instalasi, tes dan 
komisioring dengan scope trial test, manual operation, training operator 
dan garansi selama 1 tahun, terdakwa sejak awal mula sudah mengetahui 
standar harga yang wajar dipasaran karena harga pengadaan dan 
pemasangan rotor disk (salah satu alat dari IPAL) seharga Rp. 
596.871.000,00  dari PT. GEM yang merupakan pabrikan tersebut adalah 
harga pasar yang wajar, lalu Pejabat pengguna anggaran  (PPA) yaitu 
dr.Musdiawati Hr. (Direktur RSUD Ajjapange Soppeng) tidak menetapkan 
pejabat pembuat komitmen (PPK) yang memiliki tugas pokok / 
kewenangan antara lain menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dan 
menetapkan spesifikasi teknis barang dalam pembangunan IPAL. 
Lalu PA yaitu dr. Musdiawati maupun terdakwa Hj. Astuti tidak 
pernah membuat /menyusun dan atau menetapkan harga perkiraan 
sendiri (HPS) sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga penawaran 
yang akan digunakan dalam proses pelelangan pembangunan IPAL. 
Hasil pemilihan penyedia jasa konsultan telah ditetapkan bahwa 
yang menjadi konsultan perencana adalah PT. biosfera widhy Engineering 
(PT.BWE), selanjutnya terdakwa HJ.Astuti menyerahkan dokumen 
penawaran dati PT.GEM yang memuat harga sebesar Rp. 596.871.000,00 
kepada PT.BWE namun ternyata berdasarkan document perencanaan 
pembangunan IPAL yang dibuat oleh konsultan perencana (PT.BWE) 
diperoleh  harga einginners estimate (EE) menurut konsultan 
perencanaan (PT.BWE) adalah sebesar  Rp.1.647.725.000,00 (termasuk 
STP RBC Rotor Disk senilai Rp,.885.000.000,00) , Harga menurut EE 
34 
yang dibuat oleh konsultasn perencana (PT.BWE) senilai 885.000.000,00 
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang wajar yaitu 
dari penawaran Harga PT.GEM yg harganya hanya 596.871.000,00 
sehingga terdapat kemahalan harga yang merupakan penggelembungan 
harga atau telah terjadi mark up harga karena : 
1. Bahwa ternyata spesifikasi peralatan utama mesin IPAL yaitu 
Reaktor yg ditawarkan PT.BWE  sama atau cocok dengan 
spesifikasi barang Dari PT. GEM 
2. Bahwa informasi harga per item pekerjaan menurut harga 
penawaran PT. GEM sudah termasuk item biaya untuk test dan 
biaya training, sedangkan harga menurut EE yang dibuat oleh 
konsultan operencana PT.BWE ternyata item biaya untuk test 
dan sebagainnya diangarkan tersendiri sehingga telah telah 
terjadi biaya ganda. 
 Selanjutnya terdakwa Hj. Astuti sudah mengetahui tidak pernah 
dibuat/ disusun atau ditetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)  namun 
telah memerintahkan kepada Pokja ULP  untuk melaksanakan Proses 
Pelelangan Pembangunan IPAL , Sehingga pokja ULP melaksanakan 
proses pelelangan meskipun tidak ada harga perkiraan sendiri (HPS) 
sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga penawaran , yang pada 
akhirnya pokja ULP melaksanakan proses lelang dengan menggunakan 
acuan harga menurut EE yang dibuat Oleh PT.BWE sebagai harga 
perkiraan sendiri (HPS) yang sudah terjadi penggelembunganb harga atau 
terjadi mark up tersebut, maka akhirnya Pokja menetapkan CV.Multi 
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Tekhnik Utama sebagai rekanan pelaksana Pembangunan IPAL Yang 
nilai kontraknya sebesar 1.599.626.000,00 rupiah. 
Lalu Terdakwa Hj. Astuti,S.kep telah bersama sama dengan 
Suhaeri dan atau IR. Unru Hekon melakukan pembayaran atas pelaksana 
pekerjaan IPAL tersebut secara 100 % padahal terdakwa beserta shaeri 
dan ir. Unru hekon mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dan tuntas 
100 % dan pembayaran didasarkan kepada dokumen yang direkayasa 
bahkan sampai saat ini ada item pekerjaan yang belum dikerjakan, dan 
juga sampai saat ini belum pernah dilakukan uji coba sehingga 
kesesuaian spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak perjanjian belum 
teruji yang mana pada saat pemasangan mesin selesai dikerjakan hanya 
dilakukan test menghidupkan mesin saja dan belum dilakuikan serah 
terima tahap kedua (FHO) kepada pihak RSUD Ajjapange sedangkan 
jangka waktu kontrak sudah berakhir. 
Perbuatan terdakwa Hj astuti tersebut di atas tidak sesuai atau 
melanggar PERPRES RI no.54 Tahun 2001 tentang pengadaan barang 
jasa pemerintah dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan tentang 
pengeloaan keuangan Negara/ daerah sebagaimana diatur dalam UU RI 
No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU RI NO 1Tahun 2004 
Tentang perbendaharaan Negara, Peraturan pemerintah RI No 58 Tahun 
2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri no 13 
tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah 
sebagaimana telah dirubah dengan permendagri No: 59 tahun 2007 
tentang perubahan atas permendagri no: 13 tahun 2006 tentang pedoman 
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pengelolaan keuangan daerah. Dan juga akibat dari perbuatan terdakwa 
yaitu Hj, Astuti tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 182.098.350;00 
sebagaimana hadil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang 
dilaksanakan oleh BPKP perwakilan Prov.Sulsel 
 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Bahwa berdasrkan kasus posisi di atas, maka jaksa penuntut 
umum kemudian menyusun surat dakwaan. Dakwaan disusun dalam 
bentuk dakwaan alternative yang mengandung dakwaan subsidairitas, 
sehingga dengan telah terbuktinya dakwaan pertama primair, maka jaksa 
penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan pertama subsdair 
yang bersifat alternative. 
Dakwaan Primair 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 
Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI NO 31 
Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 
55 ayat (1) ke 1 KUHP. 
 
Dakwaan Subsdair 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 
Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang 
telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 
Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI NO 31 
Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 
55 ayat (1) ke 1 KUHP. 
 
37 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian yang dimaksud Jaksa penuntut Umum dalam 
perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang -Undang yang 
bersangkutan: 
MENUNTUT 
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa Hj.ASTUTI, M,S.Kep Binti MUSTAFA, tidak 
terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan 
primair,oleh karenannya membebaskan terdakwa dari dakwaan 
tersebut 
2. Menyatakan terdakwa HJ.ASTUTI, M, S.Kep Binti MUSTAFA, telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “korupsi secara bersama sama” sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia 
nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang 
Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 
KUHP dalam dakwaan subsidair penuntut umum ; 
3. Menjatuhkan pidana terdakwa HJ.ASTUTI, M,S.Kep. Binti 
MUSTAFA, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) 
bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan 
memerintahkan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara 
,dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), 
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh 
terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 
4. Menetapkan barang bukti berupa 39 bundel surat  
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 
15.000,- (lima belas ribu rupiah) 
 
4. Amar Putusan Hakim 
Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan, Hakim kemudian 
memutuskan sebagai berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan Terdakwa Hj.Astuti M.,S.Kep. Binti Mustafa, tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
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pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam 
dakwaan primair. 
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair 
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara 
bersama-sama” 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 
Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 
selama 1 (satu) bulan. 
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, 
dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan 
tersebut  
6. Memerintahkan bahwa barang bukti berupa 39 bundel surat 
diganakan dalam perkara lain. 
7. Membebani terskawa untuk membayar biaya perkara ini sebesar 
Rp.5.000 (lima ribu rupiah). 
 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Korupsi 
Instalasi Pengolahan Air Limbah, Rumah Sakit Umum Daerah 
Ajapange Kabupaten Soppeng (Putusan Nomor: 
08/pid.sus/2013/PN. Mks ) 
1. Pertimbangan Hakim 
Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, yang mengadili perkara 
ini terdapat dua jenis tindak pidana yang kemungkinan dilanggar oleh 
terdakwa, pertama dakwaan primair terdakwa telah didakwa melakukan 
tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayau (1) 
jo Pasal 18 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana  jo Undang Undang no 20 tahun 2001 
tentang perubahan atas Undang Undang no 31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP 
I,yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
1. Setiap orang 
2. Secara melawan hukum 
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3. Melaukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi: 
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara: 
5. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang 
turut serta melakukan perbuatan: 
 
Ad.1  Unsur setiap orang 
 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” 
menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang no 31 tahun 1999 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang no 20 tahun 
2001 adalah perserangan atau termasuk korporas; 
 Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek 
hukumnya adalah terdakwa hj.Astuti M.,S.Kep Binti Mustafa., yang dimuka 
persidangan menujukkan sehat mentalnya dan mampu bertangung jawab 
dan identitasnya telah dicocokan dengan identitas terdakwa sebagaimana 
surat dakwaan penuntut umum ternyatab sesuai antara satu dengan yang 
lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ( eror 
in persona ) yang diajukan ke muka persidangan : 
 Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang 
yang ditunjuk sebagai PPTK dalam proyek pembangunan IPAL pada 
RSUD Ajjapange Soppeng tahun anggaran 2011, dimana terdakwa telah 
melakukan pencairan dana proyek seolah-olah telah selesai 100% 
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padahal diketahuinya pelaksanaan pembangunan belum selesai 
seluruhnya; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 
maka unsure “setiap orang “ telah terbukti menurut hukum; 
Ad.2  Unsur secara melawan hukum 
 
 Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” 
menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no 31 tahun 1999 
sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang no 20 tahun 2001 
adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil; dan dalam arti 
materil; 
 Menimbang bahwa yang dimaksud “ melawan hukum secara formil” 
adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-
Undangan atau perbuatan yang memenuhiu kualifikasi dan rumusan 
larangan dalam Undang-Undang; 
 Menimbang, bahwa perbuatan melawan hkum dalam pengertian 
yang khusus atau spesifik sebagaimana dalam rumusan Pasal 3 UU no.31 
tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001, 
yang mengatur perbuatan melawan hukum yang berbentuk 
penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan 
dalam jabatan atau kedudukan ; 
 Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan, majelis 
mendapatkan fakta sebagai berikut : 
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 di RSUD Ajjapange Soppeng 
ada kegiatan proytek pembangunan IPAL dengan anggara sebesar 
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Rp.1.599.626.000 yang dana bersumber dari dana alokasi khusus 
sebesar Rp. 1.454.205.455 dan APBD 10% Sebesar 
Rp.145.420.545 
- Bahwa pejabat penguna anggara yaitu dr.MUSDIAWATIO 
HR.ROE,M.KES (direktur RSUD Ajjapangge Soppeng ) tidak 
menetapkan pejabat pembuat komitmen yang memilikin tugas 
pokok / kewenangan antara lain menetapkan harga perkiraan 
sendiri dan menetapkan spesifikasi teknis barang : 
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan surat 
keputusan Dirktur RSUD.Ajjapange Soppeng no: 08/SK/RSUD-
SOP/2011 tanggal 6 juni 2011 
- Bahwa pejabat pengguna anggaran maupun PPTK yaitu terdakwa 
tidak pernah membuat atau menyusun atau menetapkan harga 
perkiraan sendiri sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga 
penawaran ; 
- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan IPAL 
pada tahun 2011yang dibuat oleh konsultan perencana 
(PT.BIOSFERA WIDHY ENGINEERTING/BWE) diperoleh hara 
Enginner’s Estimate (EE) sebesar Rp.1.647.725.000 (termasuk 
STP RBC Rotor disk senilai Rp.885.000.000) dimana harga 
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang wajar 
yaitu harga penawaran dari PT. GUNA ERA MANUFAKTUR (GEM) 
yang merupakan pabrikan / lat mesin pengolah limbah system 
sewage treatment plant STP Rotating Biogicsl Contractor (RBC) 
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merk “rotor disk” yang hanya seharga Rp. 596.871.000 sehingga 
terdapat kemahalan harga : 
- Bahwa PPTK yaitu terdakwa telah memrintahkan kepada pokja 
ULP utuk melaksanakan proses pelelangan pembangunan IPAL 
RSUD Ajjapangge Sppeng tahun 2011.dan pokja ULP 
melaksanakan proses pelelangan meskipun belum ada harga 
perkiraan sendiri sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga 
penawaran sehingga Pokja ULP melaksanakan proses lelang 
menggunakan harga menurut EE yang dibuat oleh konsultan 
perencana (PT.Biosfera Widhy Engineerting/ BWE) sebagai harga 
perkiraan sendiri, padahal harga menurut EE tersebut terdapat 
kemahalan harga; 
- Bahwa setelah pokja ULP menetapkan CV.multi Tehnik utama 
sebagai rekanan pelaksana pembangunan IPAL telah dibuat 
kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.599.626.000,termasuk 
harga 1 set STP RBC rotor disk senilai Rp. 855.000.000 (tidak 
termasuk pajak). 
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan alat / 
mesin ( reaktor) pengolah limbah system sewage treatment plant 
STP rotating biological Contractor RBC merk “rotor disk” tersebut 
CV.Multi Tekhnik utama sebagai rekanan membeli dari PT.guna era 
manufaktur dengan harga 1 set STP RBC Rotor Disk hanya senilai 
Rp.596.871.000 (tidak termasuk pajak ) padahal harga menurut 
kontrak (sebelum pajak ) Rp.855.000.000 sehingga terdapat 
kemahalan ; 
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- Bahwa ternyata rekanan yaitu saksi SUHAERI BIN SULE saksi 
Ir.UNRU HEKON BIN HELONG telah merekayasa dokumentasi 
dan surat-surat yang berhubungan dengan dokumen pelelangan 
maupun yang berhubungan dengan dokumen pelelangan maupun 
yang berhubungan dengan dokumen pencairan / pembayaran 
antara lain: 
 Memalsukan tanda tangan YUSUF THAYF selaku direktur 
CV.Multi Teknik Utama,didalam surat kontrak dan dokumen 
pencairan dana: 
 Surat permintaan pembayaran dibuat didasarkan pekerjaan 
telah dilaksanakan 100 % padahal kenyataannya pekerjaan 
belum selesai bahkan sampai saat ini ada item pekerjaan yang 
belum dikerjakan ; 
- Bahwa terdakwa selaku PPTK tidak melakukan control yang baik 
sehingga semua rekayasa tersebut lolos, hingga terjadi pencairan 
seluruh dana proyek ; bahwa sejak pembangunan IPAL tersebut 
selesai dikerjakan namun belum pernah dilakukan uji coba haya 
dilakukan test menghidupkan mesin saja shingga kesesuaian 
spesifikasi yang diisyaratkan dalam kontrak perjanjian perkerjaan 
belum teruji,.namun terdakwa telah mencairkan seluruh dana 
proyek tersebut ; 
- Bahwa dari laporan audit perhitungan kerugian keuangan Negara 
atas dugaan pentimpangan pembangunan IPAL pada RSUD 
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Ajjapange Soppeng tahun 2011 dari BPKP SULSEL diketahui 
bahwa telah terdapat kerugian Negara sebesar Rp.182.098.350 
Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut 
hemat majelis perbuatan atau tindakan terdakwa tersebut termasuk 
dalam menyalahgunakan kewenangan,kesempatan ataupun sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 
 Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa berkaitan 
dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedududkan,maka menurut hemat 
majelis perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam pengertian melawan 
hukum dalam arti luas segaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No 
31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU no.20 tahun 2001, 
melinkan poerbuatan hukum yang bersifat khusus atau spesifik ; 
 Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukanlah 
segaiamana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU no.31 tahun 1999 
sebagimana telah dirubah dengan UU no.20 tahun 2001, Maka Terdakwa 
harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan 
sebagaimana dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan 
primair tersebut ; 
 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut tidak 
terbukti, maka mejelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsdair 
yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan TIPIKOR jo UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas 
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UU no 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan unsur - unsur 
sebagai berikut : 
1. Setiap orang 
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi ; 
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 
ada padanya karena jabatan atau kedudukan; 
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara 
5. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang 
turut serta melakukan perbuatan  
 
Ad.1 Unsur setiap orang 
 Menimbang, bahwa oleh karena unsure ini sama dengan unsure 
yang terdapat dalam uraian dakwaan primair,maka majelis mengambil alih 
seluruh pertimbangan unsure setiap orang dalam dakwaan primair 
tersebut dan menyatakan “setiap orang ini” telah terbukti menurut hukum; 
Ad.2   Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi 
 Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” mengandung pengertian 
sebagai niat,kehendak atau maksud,yaitu kehendak untuk 
menguntungkan diri sendiri,menguntungkan orang lain atau 
menguntungkan suatu korporasi ; 
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 Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi,keterangan 
ahli,keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan 
dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 di RSUD Ajjapangge Soppeng 
ada kegiatan proyek pembangunan IPAL dengan anggaran 
sebesar Rp. 1.599.626.000 
- Bahwa pejabat penguna anggara yaitu dr.MUSDIAWATI 
HR.ROE,M.KES (direktur RSUD Ajjapangge Soppeng ) tidak 
menetapkan pejabat pembuat komitmen yang memilikin tugas 
pokok / kewenangan antara lain menetapkan harga perkiraan 
sendiri dan menetapkan spesifikasi teknis barang : 
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan surat 
keputusan Dirktur RSUD.Ajjapange Soppeng no: 08/SK/RSUD-
SOP/2011 tanggal 6 juni 2011 
- Bahwa pejabat pengguna anggaran maupun PPTK yaitu terdakwa 
tidak pernah membuat atau menyusun atau menetapkan harga 
perkiraan sendiri sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga 
penawaran ; 
- Bahwa PPTK bertangungjawab terhadap pelaksanaan proyek baik 
mengenai administrasi,keuangan dan fisik proyek pembangunan 
IPAL pada RSUD Ajjapnagge Soppeng tahun 2011 
- Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan IPAL 
pada tahun 2011yang dibuat oleh konsultan perencana 
(PT.BIOSFERA WIDHY ENGINEERTING/BWE) diperoleh hara 
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Enginner’s Estimate (EE) sebesar Rp.1.647.725.000 (termasuk 
STP RBC Rotor disk senilai Rp.885.000.000) dimana harga 
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang wajar 
yaitu harga penawaran dari PT. GUNA ERA MANUFAKTUR (GEM) 
yang merupakan pabrikan / lat mesin pengolah limbah system 
sewage treatment plant STP Rotating Biogicsl Contractor (RBC) 
merk “rotor disk” yang hanya seharga Rp. 596.871.000 sehingga 
terdapat kemahalan harga : 
- Bahwa PPTK yaitu terdakwa telah memrintahkan kepada pokja 
ULP utuk melaksanakan proses pelelangan pembangunan IPAL 
RSUD Ajjapangge Sppeng tahun 2011.dan pokja ULP 
melaksanakan proses pelelangan meskipun belum ada harga 
perkiraan sendiri sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga 
penawaran sehingga Pokja ULP melaksanakan proses lelang 
menggunakan harga menurut EE yang dibuat oleh konsultan 
perencana (PT.Biosfera Widhy Engineerting/ BWE) sebagai harga 
perkiraan sendiri, padahal harga menurut EE tersebut terdapat 
kemahalan harga; 
- Bahwa setelah pokja ULP menetapkan CV.multi Tehnik utama 
sebagai rekanan pelaksana pembangunan IPAL telah dibuat 
kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.599.626.000,termasuk 
harga 1 set STP RBC rotor disk senilai Rp. 855.000.000 (tidak 
termasuk pajak). 
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- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan alat / 
mesin ( reaktor) pengolah limbah system sewage treatment plant 
STP rotating biological Contractor RBC merk “rotor disk” tersebut 
CV.Multi Tekhnik utama sebagai rekanan membeli dari PT.guna era 
manufaktur dengan harga 1 set STP RBC Rotor Disk hanya senilai 
Rp.596.871.000 (tidak termasuk pajak ) padahal harga menurut 
kontrak (sebelum pajak ) Rp.855.000.000 sehingga terdapat 
kemahalan ; 
- Bahwa ternyata rekanan yaitu saksi SUHAERI BIN SULE saksi 
Ir.UNRU HEKON BIN HELONG telah merekayasa dokumentasi 
dan surat-surat yang berhubungan dengan dokumen pelelangan 
maupun yang berhubungan dengan dokumen pelelangan maupun 
yang berhubungan dengan dokumen pencairan / pembayaran 
antara lain: 
 Memalsukan tanda tangan YUSUF THAYF selaku direktur 
CV.Multi Teknik Utama,didalam surat kontrak dan dokumen 
pencairan dana: 
 Surat permintaan pembayaran dibuat didasarkan pekerjaan 
telah dilaksanakan 100 % padahal kenyataannya pekerjaan 
belum selesai bahkan sampai saat ini ada item pekerjaan yang 
belum dikerjakan ; 
- Bahwa terdakwa selaku PPTK tidak melakukan control yang baik 
sehingga semua rekayasa tersebut lolos, hingga terjadi pencairan 
seluruh dana proyek ; bahwa sejak pembangunan IPAL tersebut 
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selesai dikerjakan namun belum pernah dilakukan uji coba haya 
dilakukan test menghidupkan mesin saja shingga kesesuaian 
spesifikasi yang diisyaratkan dalam kontrak perjanjian perkerjaan 
belum teruji,.namun terdakwa telah mencairkan seluruh dana 
proyek tersebut ; 
- Bahwa dari laporan audit perhitungan kerugian keuangan Negara 
atas dugaan pentimpangan pembangunan IPAL pada RSUD 
Ajjapange Soppeng tahun 2011 dari BPKP SULSEL diketahui 
bahwa telah terdapat kerugian Negara sebesar Rp.182.098.350 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis 
Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencairan 
dana proyek pembangunan IPAL RSUD Ajjapangge Soppeng tahun 
anggaran 2001, seolah - olah selesai 100 % padahal diketahuinya 
pelaksanaan pembangunan belum selesai seluruhnya semata-mata 
bertujuan untuk kepentingan Rekanan ; 
 Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka unsure 
“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi” telah terbukti menurut hukum ; 
Ad.3  Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan  
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah 
suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya 
dengan jabatan atau kedudukan.  Sedangkan kata “kesempatan” berarti 
peluang atay tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan 
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tertentu,dan “sarana” berarti sebagai suatu alat ,cara atau media untuk 
mencapai maksud dan tujuan ; 
 Menimbang, bahwa kata “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu 
lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam 
rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum ; 
 Menimbang, bahwa “kedudukan”, selain dapat dipangku oleh 
pegawai negeri sebagai tindak pelaku tindak pidana korupsi,dapat pula 
dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri 
atau orang perseorangan swasta. Sebagaimana putusan mahkamah 
agung tanggal 18 desember 1984 nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam 
pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II 
dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-
masing sebagai direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan 
melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf b UU No.3 tahun 1971. 
 Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pandangan hukum 
tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi 
dalam delik Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 yaitu : 
a. Pegawai negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan 
cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,atau sarana 
yang ada karena jabatan ataupun kedudukannya”. 
b. Pelaku tindak pidan korupsi yang bukan pegawai negeri atau 
perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi 
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dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang 
ada karena kedudukannya saja; 
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, terdakwa telah 
melakukan pencairan dana proyek pembangunan IPAL pada RSUD 
ajjappange Soppeng pada tahun 2011, seolah - olah telah selesai 100 % 
padahal diketahuinya pelaksanaan pembangunan belum selesai 
seluruhnya, dalam kapasitas atau kedudukan sebagai PPTK dalam proyek 
pembangunan IPAL pada RSUD ajjapange Soppeng pada tahun 2011; 
 Menimbang, bahwa perbuatan atau tindakan terdakwa 
bertentangan dengan kewajibannya sebagai PPTK dalam proyek 
pembangunan IPAL pada RSUD Ajjapange Soppeng tahun anggara 2011; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa, 
telah melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan ataupun 
sarana yang diberikan kepadannya dalam kedudukanya sebagai PPTK 
dalam proyek pembangunan IPAL RSUD ajjappange Soppeng tahun 
anggaran 2011; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terdakwa, 
telah melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, ataupun 
sarana yang ada padannya karena jabatan ataupun kedudukan telah 
terbukti menurut hukum; 
Ad.4   Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian Negara 
 Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 
tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 
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tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menentukan kata “dapat” 
sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”  
menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan delik forman yaitu adanya 
tindak pidan korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan 
yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”. 
 Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” 
dalam penjelasan UU no.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah 
dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana 
korupsi adalah “Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang 
dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya sebagian 
kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : 
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan 
pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat 
pusat maupun di tingkat daerah; 
b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan 
pertangungjawaban badan usaha milik negara / badan usaha 
milik daerah, yayasan ,badan hukum, dan perusahaan yang 
penyertaan modal negara,atau perusahaan yang penyertaan 
modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara 
“ adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama 
berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara 
mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah,baik di tingkat 
pusat maupun daerah, seusai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, 
kemakmuran dan kesejahtraan kepada seluruh kehidupan rakyat. 
Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas,majelis berpendapat 
bahwa perbuatran terdakwa yang melakukan pencairan dana proyek 
pembangunan IPAL pada RSUD Ajjapangge Soppeng tahun anggaran 
2011, seolah - olah telah selesai 100 % padahal diketahuinya 
pelaksanaan pembangunan belum seluruhnya selesai telah merugikan 
keuangan Negara Republik Indonesia  
Menimbang, bahwa dari laporan audit perhitungan kerugian 
keuangan Negara atas dugaan pentimpangan pembangunan IPAL pada 
RSUD Ajjapange Soppeng tahun 2011 dari BPKP SULSEL diketahui 
bahwa telah terdapat kerugian Negara sebesar Rp.182.098.350 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur 
“merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” terpenuhi. 
Ad.5  Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
serta melakukan perbuatan 
 Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa 
sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut serta melakukan ; 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “ yang melakukan” 
adalah barangsiapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang 
dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan sendiri 
perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-
Undang ; 
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 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” 
atau bersama-sama melakukan adalah suatu delik dilakukan oleh dua 
orang atau lebih secara bersama-sama. 
 Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, majelis berpendapat 
bahwa terdakwa telah melakukan kerjasama dengan rekanan yaitu 
SUHAERI BIN SULE dan IR UNRU HEKON, dalam pelaksanaan dan 
pencairan dana proyek pembangunan IPAL pada RSUD Ajjapange 
Soppeng tahun anggaran 2011, seolah-olah telah selesai 100 % padahal 
diketahuinya pelaksanaan pembangunan belum selesai seluruhnya; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis 
berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dikualifikasikan 
sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka 
unsure “yang melakukan,yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta 
melakukan perbuatan” terbukti menurut hukum. 
 Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 3  jo 
Pasal 18 Undang - Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan 
tipikor Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan 
tipikor jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP,telah terbukti menurut hukum ; 
 Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa dan teman 
penasehat hukum terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa nota 
pembelaan yang dimiliki oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa 
berkaitan dengan pembahasan unsur Pasal dari dakwaan penuntut 
umum, unsur mana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim yang pada 
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pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan nota pembelaan 
tersebut, maka nota pembelaan team penasehat hukum terdakwa maupun 
nota pembelaan terdakwa harus ditolak; 
 Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, majelis 
hakim tidak menemukan adanya alasan - alasan yang dapat 
menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di 
atas,majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ‘korupsi 
yang dilakukan secara bersama-sama” olehnya terdakwa harus 
dijatuhi pidana. 
 
2. Analisis penulis 
 Berdasarkan Putusan No.08/Pid.SUS/2013/PN.Mks dengan nama 
terdakwa Hj.Astuti M.,S.kep. Binti Mustafa dianggap telah memenuhi 
unsur delik pada Pasal 3 Jo Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU no 20 tahun 2001 tentang 
perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi dengan unsur-unsur : 
Ad. 1 Setiap orang  
Dalam hal ini terdakwa tersendiri 
Ad. 2 Unsur kedua dengan tujuan diri sendiri maupun orang lain atau 
suatu korporasi.  
Dalam hal ini sudah sangat jelas memenuhi unsure karena 
walaupun terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perbuatan yang 
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terdakwa lakukan namun berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dio 
persidangan, terdakwa terbukti menunguntungkan orang lain atau suatu 
korporasi, perbuatan terdakwa yaitu melakukan pencairan dana proyek 
pembangunan IPAL pada RSUD Ajjapange Soppeng tahun anggaran 
2011,seolah-olah selesai padahal diketahuinya pelaksanaan 
pembangunan belum selesai seluruhnya semata-mata bertujuan untuk 
kepentingan rakyat, dan terdakwa tidak melakukan control dengan baik 
sehingga semua rekayasa bisa lolos. Misalnya dalam proses pengujian 
alat, yang seharusnya dilakukan uji coba (trial test) padahal hanya 
melakukan uji coba menghidupkan mesin saja, sehinnga kesesuaian 
spesifikasi yang disyaratkan dalam kontrak perjanjian pekerjaan belum 
teruji namun terdakwa telah mencairkan dana tersebut, sehinnga muncul 
potensi menimbulkan kerugian negara. 
Ad. 3  Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, ataupun 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 
Dalam unsur ini telah terbukti dengan karena jabatannya sebagai 
PNS (Kasi keperawatn RSUD Ajjapange Soppeng),dia ditunjuk sebagai 
PPTK atau Pejabat Pelaksana Teknis Keigatan, telah salah 
memperhitungkan harga  padahal terdakwa telah tahu harga aslinya 
namun lebih memilih perusahaan yang harga yang ditawarkannya lebih 
tinggi,dan tidak mengawasi pekerjaan sehingga bisa jadi alat yang 
dipasang tidak sesuai spesifikasi yang ditawarkan, bisa jadi alat tersebut 
kualitasnya lebih buruk daripada alat yang ditawarkan dalam perjanjian 
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Ad. 4 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara, atau 
perekonomian negara  
Dalam hal ini berdasarkan hasil audit, BPKP sulsel terdapat 
kerugian negara mencapai Rp.182.98.350,00 ,akibat dari dugaan 
penyimpangan pembangunan IPAL maka sangat jelaslah unsur ini 
terpenuhi. 
Ad. 5 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan perbuatan 
Dalam hal ini terdakwa terbukti dikarenakan terdakwa menyuruh 
dan melakukan pencairan dana padahal pekerjaan belum 
rampung,sehingga ada indikasi bahawa alat IPAL yang dipasang 
kualitasnya tidak lebih baik dari yang diajukan dalam perencanaan, 
sehingga dapat menimbulkan kerugian 
Adapun Penjatuhan Pidana Tambahan Yaitu pasal 18 UU tipikor 
tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 
tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Penulis 
berpendapat bahwa penjatuhan hukuman itu sudah tepat dikarenakan 
meskipun terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, akan tetapi karena 
perbuatan penyalahgunaan wewenang dari terdakwa,Terdapat kerugian 
Negara sebesar Rp.182.098.350 , Maka penulis berpendapat bahwa 
penjatuhan denda disini sebagai kompensasi atas perbuatan terdakwa 
yang akibat perbuatannya ini merugikan negara sebesar Rp.182.098.350, 
meskipun terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatannya ini. 
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Adapun eksepsi atau nota pembelaan dari terdakwa yang ingin 
dibebaskan dari segala tuntutan dengan dasar bahwa, terdakwa tidak 
mendapat keuntungan. Hal ini seringkali menjadi alasan yang digunakan 
oleh pengacara untuk membebaskan kliennya. Penasehat hukum sering 
sekali menggunakan alasan untuk membebaskan setiap klien nya dalam 
perkara tindak pidana korupsi yaitu Pertama : Negara tidak dirugikan, 
Kedua : Terdakwa tidak mendapat keuntungan, Ketiga : Pekerjaan tetap 
berjalan, namun disni terdapat kesalapahaman pengertian dari korupsi itu 
sendiri,perbuatan korupsi tidak memandang besar tidaknya kerugian 
negara, negara sudah dirugikan atau cuma berpotensi merugikan 
keuangan negara namun korupsi dipandang sebagai suatu perbuatan 
yang tercela yang patut dihukum, jadi kerugian negara bukan menjadi 
suatu perbuatan yang mutlak karena yang dihukum perbuataannya, apa 
yang dia diperbuat. Jadi ketiga alasan yang digunakan oleh penasehat 
hukum tidak dapat diterima sama sekali. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
1. Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim dalam Putusan no 
8/Pid.Sus/2013/Pt.Mks  sudah cukup tepat, karena tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana 
korupsi dalam tindak pidana korupsi pengadaan Instalasi 
Pengolaan Air Limbah  sebagaimana dimaksud Pasal 3 Jo Pasal 18 
UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
Jo UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi . 
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan telah tepat 
karena hakim dalam perkara tersebut menjatuhkan pemidanaan 
berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan 
terdakwa yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti 
yang sah. Keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut juga 
saling berkesesuaian sehingga hakim kemudian memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana korupsi dalam tindak pidana 
korupsi Instalasi Pengolahan Air Limbah RSUD Ajjapange, 
Soppeng sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 
Jo Pasal 18 UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak 
pidana korupsi Jo UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas 
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UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi 
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang dipersalahkan 
melakukannya  
 
B. Saran  
 
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut:  
1. Diharapkan pelaku Tindak Pidana Korupsi seharusnya diberikan 
Hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat bahwa 
Tindak Pidana Korupsi merupakan crimes against humanity 
(kejahatan kemanusiaan) dan merupakan extraordinary crime 
(kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera.  
2. Bahwa Aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, 
Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga 
memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya 
Korupsi, sehingga perilaku koruptif dapat diatasi. Selain itu 
penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa yang 
diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan 
atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK secara maksimal.  
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